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PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Banda Telp/Fax. (0914) 21080 - Masohi 97511
Maluku Tengah irovlnsl Maluku

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR dé /SK/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMP ISLAM TERPADU AL-BINA MASOHI

KECAMATAN KOTA MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

a.

-

KABUPATEN MALUKU TENGAH,

bahwa Yayasan Binaul Wathan merupakan mitra Pemerintah
yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagian
tanggungjawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh
generasi penerus Bangsa;

bahwa pembukaan SMP Islam Terpadu Al-Bina Masohi
Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah telah
memenuhi syarat minimal sebagai Lembaga Pendidikan Formal,
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;

. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomro 23 Tahun 1957 (lentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat [I Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabvpaten Maluku Tenggara Barat;

Undaug-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Baral
dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan,

10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikai;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standau
Nasional Pendidikan;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;

18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota,

19.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun
2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan
Menengah,;

20.Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;

21.Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Maluku Tengah;

22.Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

23.Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014,



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Mengizinkan pendirian/pembukaan Sekolah dengan identitas sebagai
berikut :

Nama . SMP Islam Terpadu Al-Bina Masohi
Alamat ¢ Jln. Dr. Siwabessy - Masohi

KEDUA Izin penyelenggaraan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua
ketentuan yang diatur oleh Pemerintah.

FETIGA Izin penyelenggaraan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut
apabila sekolah atau Badan Pengurus Penyelenggaranya tidak dapat
memenu hi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a b O _’ 7Y
Pembina Utama Muda
NIP. 19680316 199403 1 003
ut ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Maluku di Ambon.
2. Bupati Maluku Tengah di Masohi.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon.
4. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
5. Camat Kota Masohi di Masohi.
6. Kepala UPT Pendidikan Pemuda Kecamatan Kota Masohi di Masohi.
«7. Ketua Yayasan Binaul Wathan Maluku Tengah di Masohi.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JIn. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511
Maluku Tengah - Provinsi Maluku

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR: 113/SK-SMP/2020

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
PENDIDIKAN DASAR (SD/SMP)
NEGERI DAN SWASTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

Kedua
Ketiga
Keempat

Kelima

Tembusan disampaikan kepada Yth :

4 Thswmnd: balalias Tanaals de Aacnki [colhaoas

bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan
formal yang berorentasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.

bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka
dipandang perlu menetapkan SMP ISLAM TERPADU AL-BINA MASOHI Kecamatan
Kota Masohi ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam
Pendidikan Nasional;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002,
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;

liin Operasional Sekolah Nomor : 26 / SK / 2014 tanggal 10 April 2014 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah
a.n. Dr. ASKAM TUASIKAL

MEMUTUSKAN

Memperpanjang ljin Operasional kepada Satuan Pendidikan SMP ISLAM TERPADU AL-BINA
MASOHI Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 31
Agustus 2020 s.d 31 Agustus 2025;

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti
petunjuk dan aturan yang berlaku;

Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang
bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).

Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ipi—aKan digdakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

#~Masohi, 31 hgustus 2020
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